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Abstrak
 

Eksistensi Undang-Undang Nomar 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut

UUPK, sebagai Undang-Undang yang mengintegrasi dan memperkuat hak-hak konsumen Indonesia,

membawa dampak juga terhadap hak-hak konsumen pengguna jasa kesehatan atau pasien. Karena, Undang-

Undang ini, pasien semakin sadar akan hak-haknya. Beberapa kasus gugatan maupun tuduhan malpraktek

terhadap tenaga kesehatan kerap kita haca dan dengar di media massa. Hal ini memberikan gambaran

kepada kita, bahwa masyarakat sebagai health receivers kini telah menuntut pelaksanaan hak-hak yang

mereka miliki. Dokter gigi sebagai salah satu tenaga kesehatan tidak dapat dipisahkan dari sistem pelayanan

kesehatan. Bahkan, dokter gigi menempati posisi yang strategis, karena menentukan langsung langkah

medic yang dilakukan dalam menyembuhkan problem kesehatan gigi yang diderita oleh pasien. Posisi ini,

menyebabkan dokter gigi harus herhati-hati dan penuh pertimbangan dalam menjalankan tugasnya. Karena,

salah dalam mengambil tindakan medik, bukan hanya merugikan pasien tetapi jugs merugikan dokter gigi

itu sendiri.

 

Tindakan dokter gigi yang tidak memenuhi standar profesi dan ketentuan hukum kesehatan dapat disebut

sehagai tindakan malpraktek. Tanggung jawab dokter gigi terhadap tindakan malpraktek dikategorikan

menjadi duo, yaitu tanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan profesi dan tangggung jawab terhadap

ketentuan hukum seperti pidana, perdata dan adminstratif, praktek kedokteran dan UUPK. Jasa pelayanan

kesehatan merupakan jasa yang memiliki karakteristik. OIeh karena itu, dalam penerapan UUPK, dalam

bidang kesehatan harus memperhatikan karakteristik tersebut. Hal ini membawa pengaruh terhadap jasa

yang diberikan oleh dokter gigi. Dimana, tidak semua ketentuan yang terdapat dalam UUPK berlaku bagi

dokter gigi.

<hr>

The existence of Act Number 8 Year 1999 on Customer Protection, as an Act which integrates and

strengthens customer rights, has consequences on health's customers (patients) as well. Because of this Act,

patients get more realize and understand on their rights. Cases on malpractice indictment or accusation of

paramedics tend to increase in the media. This fact describes us that people as health receivers have already

claimed their rights execution. Dental as one of health people could not be excluded from health service

system. Even, Dental has strategic position on health service system because they directly decided each

medical steps on handling their patients. This position affects on the carefulness and consider ness of such

Dental in accomplishing their duties. The medical failure of handling their patients would not be harmed

their patients, but would be harmed their self as well.

 

Dentals attitude which not carry out as professional standard and health legislation could be known as

malpractice. Dental responsibility on this malpractice could be categorized as two things, there are Dentals
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responsibility on professional matters and Denials responsibility on legal aspects, such as criminal law,

commercial law, administration law, Act on Medical Practice, and Act on Customer Protection. Health

service is a service which has characteristic; therefore implementation of Customer Protection Act should

consider such characteristics. It would be affected on services give by Dental, however, not entirely

stipulation on Customer Protection Act could be applied to all Dental.


